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BAB V  
PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 

Penelitian collaborative governance pada Perkampungan Budaya Betawi 

Setu Babakan didasari atas permasalahan pengelolaan destinasi wisata 

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang belum optimal, adapun 

kawasan tersebut merupakan pusat budaya Betawi terbesar di DKI Jakarta. Dari 

permasalah tersebut terindikasi kurangnya kolaborasi antar stakeholder dalam 

mendukung Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sebagai destinasi wisata. 

1. Analisis faktor-faktor penghambat collaborative governance regime 

pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. 

a. Sistem konteks 

1) Aksesibilitas, kondisi infrastruktur fasilitas tidak terawat dan 

hospitality yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat. 

2) Masih kurangnya regulasi komprehensif yang mengatur hubungan 

kerja antar perangkat daerah dan mengakomodir kerjasama. 

3) Kurangnya komunikasi antara pemerintah, dengan aktor lainnya 

4) Ketidakpastian politik /pergantian pemimpin. 

5) Koordinasi antar-aktor masih bersifat informal dan sering 

mengandalkan komunikasi pribadi. 

6) Peran sektor swasta dalam jaringan ini masih terbatas pada kontribusi 

jangka pendek. 

7) Ketidakmampuan pemerintah untuk mengakomodasi masukan dari 

masyarakat. 

8) Seringkali tidak ada tindak lanjut yang jelas upaya pemerintah dalam 

merespons keluhan dan kebutuhan masyarakat.  
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9) Kurangnya struktur formal yang mengikat dan tanpa dasar perjanjian 

tertulis.  Beberapa dukungan dari stakeholder hanya sebatas pada 

kegiatan tertentu. 

b. Analisis dimensi faktor pendorong/ drivers  

Ketidak adaan regulasi formal yang secara tegas menetapkan peran 

dan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemerintah, UMKM, 

masyarakat lokal, dan lembaga budaya Betawi. Ketiadaan aturan ini 

menyebabkan interaksi dan komunikasi lebih banyak bertumpu pada 

jaringan pribadi, menciptakan ketergantungan pada relasi informal 

daripada mekanisme komunikasi yang terstruktur. Hal ini mengakibatkan 

partisipasi yang terbatas karena akses informasi dan keterlibatan sering kali 

hanya berada di lingkaran individu-individu tertentu. 

Faktor lain yang memengaruhi adalah seringnya perubahan 

kebijakan dan adaptasi sementara, yang menunjukkan lemahnya landasan 

hukum untuk pengembangan Setu Babakan, sehingga prioritas dan arah 

pengembangan kerap kali berubah. Tanpa aturan formal yang mengikat, 

arahan kolaborasi sering kali hanya bersifat verbal dan tertulis tanpa tindak 

lanjut yang konsisten. Selain itu, inisiatif kolaborasi cenderung tergantung 

pada figur pimpinan tertentu, sehingga ketika tokoh kunci tersebut absen 

atau mengalami perubahan peran, arah kolaborasi dapat terhenti atau 

kehilangan kejelasan.  

Pendekatan top-down yang dominan dari pemerintah dalam 

menginisiasi program pengembangan sering kali membatasi ruang 

partisipasi stakeholder lokal dalam proses pengambilan keputusan. 

Pendekatan ini kurang mendukung prinsip CGR yang menitikberatkan 

pada kolaborasi sejajar dan partisipasi aktif dari semua pihak. Dalam 

pandangan Emerson dan Nabatchi, kolaborasi efektif membutuhkan 

keterlibatan yang merata dan komunikasi yang terbuka antar pemangku 

kepentingan. Untuk mengatasi tantangan ini, Setu Babakan membutuhkan 

regulasi formal yang tidak hanya menetapkan peran setiap pihak tetapi juga 
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mengatur mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih terstruktur. 

Dengan demikian, kolaborasi dapat berjalan lebih konsisten dan 

mengurangi ketergantungan pada figur individu, menciptakan 

keberlanjutan pengembangan destinasi secara lebih baik. 

 

c. Dinamika kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata Perkampungan 

Budaya Betawi Setu Babakan: 

Tantangan utama yang mempengaruhi kolaborasi adalah 

ketergantungan pada pola komunikasi informal tanpa adanya forum formal 

untuk dialog rutin. Ketiadaan forum menghambat interaksi yang terstruktur 

dan transparan, komunikasi cenderung terbatas pada individu-individu 

tertentu, sehingga pengambilan keputusan kolektif menjadi sulit dan ruang 

untuk berbagai ide dari beragam pihak menjadi terbatas. 

Selain itu, inisiatif kolaboratif belum didukung dengan pendanaan 

yang memadai dan kepemimpinan yang kuat, sehingga ide atau program 

pengembangan destinasi tidak dapat direalisasikan secara optimal. 

Emerson dan Nabatchi menekankan bahwa dukungan anggaran dan 

kepemimpinan merupakan elemen kunci keberhasilan kolaborasi jangka 

panjang. Tanpa dukungan ini, inisiatif yang muncul rentan terhenti karena 

kekurangan sumber daya atau arahan yang memastikan kelangsungan 

program. Ketiadaan Memorandum of Understanding (MoU) juga menjadi 

kendala dalam membangun kemitraan jangka panjang yang solid. MoU 

berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat komitmen semua pihak 

dan memberikan kejelasan tentang tanggung jawab masing-masing. Tanpa 

MoU, kolaborasi di Setu Babakan cenderung bersifat sementara dan tidak 

memiliki dasar formal yang kuat, sehingga rentan terhadap perubahan atau 

gangguan eksternal. 

Minimnya struktur formal dan kurangnya kejelasan dalam 

pembagian tanggung jawab menurunkan semangat kolaborasi, karena 

setiap pihak tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai peran mereka 
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dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi. Hal ini sering 

menyebabkan tumpang tindih tugas atau bahkan pengabaian tanggung 

jawab, yang pada akhirnya memengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja 

sama.  

Pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal menghambat upaya 

menarik wisatawan dan meningkatkan daya tarik Setu Babakan. 

Infrastruktur yang ada seharusnya dapat dioptimalkan untuk mendukung 

aktivitas pariwisata, mendukung forum koordinasi dan dialog serta 

meningkatkan pengalaman pengunjung, namun kurangnya koordinasi dan 

perencanaan menyebabkan potensi infrastruktur tersebut belum 

dimanfaatkan sepenuhnya.  

 

2. Strategi Collaborative Governance pengembangan Perkampungan Budaya 

Betawi Setu Babakan. 

a. Membentuk Tim Kerja Kolaboratif atau Forum Koordinasi Tata Kelola 

Destinasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. 

b. Membentuk kerjasama dan disertai Memorandum of Understanding 

(MoU) Penataan Fasilitas Destinasi Wisata dan Pengembangan SDM 

pengelola Destinasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu 

Babakan. 

c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan 

Koordinasi Sektor Pendukung Pariwisata, Pengembangan Kemitraan 

Pariwisata dan Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Atraksi Wisata 

Setu Babakan. 

d. Mengadakan forum diskusi atau lokakarya Pengembangan 

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. 

e. Mengembangkan platform digital promosi wisata budaya Betawi. 

f. Meningkatan prioritas status pengembangan destinasi dan 

pembangunan destinasi wisata melalui penyusunan masterplan 

Perkampungan Budaya Betawi. 
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Hasil dari kolaborasi adalah peningkatan kepercayaan antar pihak, 

efektivitas dalam pengambilan keputusan, koordinasi yang konsisten, serta 

hubungan yang lebih kuat dan komunikasi yang efisien. Dalam proses 

adaptasi, strategi promosi wisata diperbaharui, tujuan kolaborasi 

disesuaikan dengan perkembangan, dan platform digital digunakan sebagai 

alat interaktif yang terintegrasi. Diperlukan adaptasi terkait perubahan 

strategi promosi, tujuan kolaborasi disesuaikan untuk tidak hanya 

melestarikan budaya tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. Umpan balik digital dari pengunjung digunakan sebagai dasar 

untuk menyempurnakan program. Serta untuk menghadapi risiko 

pergantian kepemimpinan atau kebijakan, langkah mitigasi seperti 

kebijakan jangka panjang, penguatan SDM, dan evaluasi rutin diterapkan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan proses dan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan 

sejumlah saran yaitu 

a. Inisiasi DKI Jakarta sebagai kota global juga membutuhkan penguatan 

wisata Budaya, sehingga peran destinasi wisata Perkampungan Budaya 

Betawi Setu Babakan sudah mulai diperhitungkan dan perlu mendapat 

perhatian dalam program promosi wisata di DKI Jakarta. Penting bagi 

pemerintah, khususnya Organsasi Perangkat Daerah di lingkup DKI Jakarta 

dan stakeholder terkait untuk membuka dialog transparan dengan 

masyarakat terkait wisata budaya Perkampungan Budaya Betawi Setu 

Babakan.  

b. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu memfasilitasi adanya 

peraturan yang lebih kuat dan kesepakatan formal untuk menjadi dasar 

kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Perkampungan Budaya Betawi 

Setu Babakan, sehingga tidak hanya mengandalkan instruksi lisan atau 

inisiatif sesaat dari masing-masing stakeholder. serta menetapkan 
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masterplan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan agar 

dapat menjadi salah satu dokumen regulasi untuk mendorong kolaborasi; 

c. Dinas Kebudayaan bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan 

Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, 

perlu menyediakan forum atau platform kolaboratif yang terstruktur, di 

mana setiap pemangku kepentingan dapat terlibat secara aktif untuk 

memastikan keberlanjutan kolaborasi terkait pengembangan wisata 

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Komunikasi aktif dan forum 

terbuka untuk memberi masukan dalam pengembangan pariwisata 

khususnya Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dan pelibatan 

media sangat mempengaruhi pengenalan Setu Babakan sebagai destinasi 

budaya di DKI Jakarta. 

d. Perkampungan budaya Betawi Setu Babakan adalah kebanggan bagi 

Indonesia, khususnya provinsi DKI Jakarta. Setu Babakan sebagai etalase 

kebudayaan Betawi ditengah hiruk pikuk modernisasi dan wisata modern 

sehingga diperlukan peran dan partisipasi stakeholder untuk mendorong 

pembangunan destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu 

Babakan. 

e. Sebagai rujukan penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis model 

kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Perkampungan Budaya Betawi 

Setu Babakan, mengingat dalam kebijakan Peraturan Gubernur  DKI 

Jakarta Nomor 151 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembangunan 

Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan 

Jagakarsa meyebutkan dalam Pelaksanaan pembangunan Perkampungan 

Budaya Betawi adalah Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat. sehingga 

perlu dilakukan penelitian terhadap peran aktor aktor terkait lainnya; 

media, akademisi, Lembaga Budaya Betawi dan pemerintah pusat  yang 

dapat mendorong pengembangan kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

Setu Babakan sebagai destinasi wisata budaya Betawi.
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